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ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jamninan sosial di Indonesia. BPJS
dibagi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan/asuransi
kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Program BPJS Kesehatan ini telah berlaku mulai pada
tanggal 1 Januari 2014.

Masalah yang timbul yaitu terhadap penyelesaian klaim asuransi nasabah
kepada BPJS Kesehatan yang ditinjau dari sisi keadilan dalam hukum perjanjian
Islam. Penyusun juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan
mekanisme BPJS Kesehatan kepada para nasabah tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yaitu libary research.
Sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik kualitatif yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil
penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang
mendukung. Sumber data yang digunakan yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan normative.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika terjadi atau tidaknya klaim
yang muncul dari peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan, diketahui bahwa berpegang teguh pada prinsip dalam al-Qur’an yaitu
12 tazlimun wala tuzlamun (tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi), juga
pendapat dari Ibnu Taimiyah sebagaiman tidak ada yang melukai dan tidak
merugikan orang lain, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang saling merugikan.
Maka dari itu pelaksanaan akad/perjanjian antara peserta atau nasabah dengan
lembaga BPJS Kesehatan dibenarkan dalam Islam, yang mana memuat beberapa
kaidah prinsip tidak lain ta’awun yaitu tolong-menolong dan gotong-royong
antara peserta satu dengan yang lainnya. Maka prinsip keadilan yang
dimaksudkan sudah sesuai dengan norma-norma yang ada didalam hukum Islam.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Hukum Islam, Mekanisme, Klaim.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N

Nama : Fahmi Andriansyah

NIM : 10380045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN ISLAM”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan
tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung
jawab penyusun. :

Yogyakarta, 1 Desember 2016
Penyusun,

“En00
@ggpg @if

Falmi Audviansysh
NIM. 10380045




FM-UINSK-BM-05-03/RO
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

QiJ SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal . Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. We.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi
Saudara-

Nama : Fahmi Andriansyah
NIM : 10380045

Judul Skripsi : “BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
ISLAM”™

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu
Hukum. :

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera
diajukan ke sidang munagasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wo.

Yogyakarta, 1 Desember 2016
Pembimbin

~ G

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002



@ 3] KEMENTERIAN AGAMA
St UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
p FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Dlo JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul :BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF
HUKUM PERJANIJIAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI ANDRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 10380045

Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir :A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag WM. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

guji 11 Penguji 111

Dr. H. Abdu]{Mujib, M.Ag. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19701209 200312 1 002 NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalx_;aoa

FaLuE’:(s‘S}ag. d\n Hukum




MOTTO

Winter is Coming
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George R.R. Martin, A Game of Thrones
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If I die here, then I'm a man that could only make it this far
(sejauh ini Jika aku mati disini, maka aku seorang pria yang hanya bisa)

Roronoa Zoro ~One Piece~
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ B Be
O ta’ T Te
<& tsa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
J Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
B Zai Z Zet
N Sin S Es
gH Syin Sy es dan ye
ua Shad S es (dengan titik di bawah)

xi



Ua Dhad D de (dengan titik di bawah)
L tha’ T te (dengan titik di bawah)
L zha’ Z zet (dengan titik di bawah)
& Ain ¢ koma terbalik (di atas)
'& Gain G Ge

—a fa’ F Ef

G | Qaf Q Qi

5| Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

9 Wawu W We

2 ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

< ya’ ) 2 Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

35

ditulis

Tawarruq

w

Jd

ditulis

Nazzala
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Zx_; ditulis Bihinna
daa ditulis Hujjah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
A8a ditulis Hikmah
e ditulis ‘illah
il ditulis Hilah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah

maka ditulis dengan h.

NEREWR

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atauh h.

il 3<

ditulis

zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah

ditulis
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U=d
_ Kasrah ditulis i
N ditulis zukira
- Dammah ditulis u
caly ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
M\ ditulis fala
Fathah + ya’ mati ditulis a
ot tansa
ditulis
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Juads tafsil
” ditulis ’
Dammah + wawu mati ditulis a
j usil
d}a ditulis
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
ksl ditulis az-zuhaili
Fathah + wawu mati ditulis au

Xiv



4 5all ditulis ad-daulah

G. Kata pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aprostof.

v’i’” ditulis a’antum
S ditulis widdat
NP oA ditulis la’in syakartum

H. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Qi Al ditulis al-Qur’an
oelaall ditulis al-Qiyas
Qall ditulis al-‘Inah
Gyl ditulis al-Tawarruq

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghik=langkan huruf I (el)-

nya.

el ditulis as-Sama’

el ditulis asy-Syams
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

a9 Al (58 ditulis zawl al-furtid
a3 Jal ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia semakin berkembang dari masa kemasa, mulai dari
kebutuhan priemer, sekunder hingga tersier. Perkembangan zaman semakin
menuntut manusia untuk lebih banyak berusaha dalam proses pemenuhan
kebutuhan tersebut. Manusia mengharapkan keamanan atau jaminan terhadap
harta, kesehatan serta kesejahteraan mereka, tetapi manusia hanya bisa berusaha
tanpa ada jaminan yang pasti. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan utama
manusia adalah mendapatkan jaminan atas seluruh hal yang mencakup kebutuhan
mereka.

Sistem ekonomi terbentuk berdasarkan kebutuhan manusia akan jaminan
kehidupan, yaitu asuransi. Sebuah sistem yang menjamin hampir setiap aspek
yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di jaman modern, mulai dari
jaminan kesehatan, pendidikan, keuangan dll sehingga bisa menjamin segala
kebutuhan manusia tercukupi. Dalam sistem ini, pihak yang membutuhkan jasa
jaminan memberikan kontribusi dalam bentuk iuran perbulan sehingga bisa
diklaim ketika mereka membutuhkan. Pihak penyedia jasa asuransi mengelola
dana tersebut sehingga selalu tersedia dan dapat memberikan kembali sesuai

akad/perjanjian yang sudah dibuat dari awal.

! Ganie Junaidi, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 3.



Penyedia jasa asuransi pada awalnya terlihat hanya untuk orang-orang dari
golongan menengah keatas, hal ini disebabkan iuran/angsuran perbulan yang
ditentukan oleh pihak asuransi relatif tinggi sehingga masyarakat kalangan

menengah kebawah tidak bisa menjangkaunya.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan sebuah solusi bagi
masyarakat yang membutuhkan jaminan dari segi layanan kesehatan. Untuk
menjamin kesehatan setiap warga negara Indonesia sehingga bisa mendapatkan
pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dibentuklah Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada tahun 2011. BPJS Kesehatan menjamin
setiap warga negara mendapakan pelayanan kesehatan sesuai dengan klasifikasi
yang sudah ditentukan dalam perjanjian. luran untuk mendapatkan jaminan
kesehatan dari BPJS Kesehatan juga relatif murah sehingga bisa dijangkau oleh

berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

BPJS Kesehatan dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 dengan bentuk
badan hukum khusus yaitu berbeda dengan persero lainnya, tidak ada pemegang
saham, dana yang diperoleh dari pemerintah dan iuran peserta dikelola oleh BPJS
melalui kegiatan investasi. Peserta mendaftarkan diri dengan cara mengisi
formulir data diri kemudian dilanjutkan dengan sejumlah pembayaran iuran ke
Bank Kustodian milik BUMN. BPJS dilarang melakukan investasi dalam bentuk
saham dan surat utang korporasi yang emitennya merupakan badan hukum asing.
Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga
dalam pengelolaan dana perlu adanya kegiatan investasi agar dana yang dikelola

oleh BPJS Kesehatan bisa menfasilitasi kemajuan negara dan juga peserta



mendapat manfaat yang besar dalam hal jaminan sosial. Kegunaan atau hasil dari
kegiatan investasi BPJS Kesehatan yaitu memperkuat aset Dana Jaminan Sosial
Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, pembayaran manfaat atau pembiayaan
layanan Jaminan Kesehatan, dana operasional penyelengggaraan program
Jaminan Kesehatan.

Kebutuhan manusia sangat beragam, hubungan antara satu manusia
dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang
menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dan proses
untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya,
lazim disebut proses berakad atau melakukan perjanjian. Karenanya dapat
dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan
oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk
sosial.?

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat.
Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas yang berkaitan dengan
ekonomi. Melalui akad berbagai aktifitas bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad
memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang
tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.?

BPJS kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada rakyatnya,

merupakan salah satu aktifitas ekonomi kontemporer, maka dari itu akad

2 Ibid, him. xiv.

* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him. xiii.



(perjanjian Islam) mempunyai peranan sangat penting apakah konsep dan
mekanisme dalam BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada
di dalam syara’.

Perjanjian (akad) di BPJS terkait berapa besaran iuran yang harus
disetorkan dan fasilitas apakah yang didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan
jumlah yang dibayar. Jenis-jenis pelayanan jaminan kesehatan yang ditawarkan.
Serta landasan hukum yang dipakai dalam perjanjian (akad). Dalam perjanjian
tersebut juga dapat dilihat mekanisme klaim (pengambilan hak dari apa yang
sudah dijanjikan) dalam hal ini masalah bantuan biaya kesehatan.

Klaim merupakan permintaan pihak klien/masyarakat yang menggunakan
jasa jaminan kesehatan BPJS untuk mendapatkan hak mereka dalam pemenuhan
kebutuhan kesehatan dan pembayaran biaya terkait masalah kesehatan mereka
sesuai dengan klausul yang tercantum dalam akad. Sistem dan jumlah klaim yang
bisa diakses harus memenuhi konsep keadilan bagi kedua belah pihak bagi dari
BPJS selaku penjamin maupun masyarakat sebagai kliennya.

Berbagai ulasan di atas menarik kesimpulan bahwa kebutuhan manusia
terhadap sebauh jaminan terutama kesehatan sangatlah tinggi, kemudian muncul
sistem jasa pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi dan pemerintah
yang membentuk BPJS untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap seluruh
warga negara Indonesia.

Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam maka terdapat
beberapa masalah terkait asuransi dan berbagai sistemnya. BPJS yang merupakan

salah satu bentuk asuransi juga tidak terlepas dari pertanyaan seputar hukum



dalam prespektif Islam. Bagaimanakah hukum BPJS dalam prespektif hukum
Islam? Apakah mekanisme pelaksanaan BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam?
Dan bagaimanakah konsep keadilan yang dipakai dalam mekanisme tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan diatas membutuhkan jawaban yang sesuai dan
berlandaskan hukum Islam. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk
memahami, mengkaji, dan menganilisis lebih detail dan terperinci dengan
menggunakan teori yang ada di dalam hukum perjanjian Islam dalam skripsi yang
berjudul “Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif

Hukum Perjanjian Islam.”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di latar belakang di atas, maka penyusun mengindentifikasi

masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian Islam terhadap mekanisme Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam (sisi keadilan) terhadap penyelesaian

klaim asuransi nasabah kepada BPJS Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:



Mengetahui konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);

Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum perjanjian Islam terhadap

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) serta

mekanismenya;

Menjelaskan tinjauan hukum Islam (sisi keadilan) terhadap penyelesaian

klaim asuransi nasabah kepada BPJS Kesehatan.

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Kegunaan ilmiah:

a. Untuk memperbanyak khazanah keilmuan, terutama mengenai
konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
Kesehatan) perspektif hukum perjanjian Islam;

b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan dalam ruang
lingkup fikih muamalat, terutama mengenai akad yang digunakan
dalam mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS Kesehatan).

Kegunaan praktis:

Untuk memberikan beberapa masukan atau solusi alternatif kepada
pihak yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan kebijakan dalam

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna

memenuhi hak jaminan sosial bagi rakyat.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang
sudah pernah dilakukan dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi
duplikasi/plagiat dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran
penyusun, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Akan tetapi
penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus membahas
konsep maupun mekanisme Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan yang ditinjau dari hukum perjanjian Islam. Adapun judul
penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi oleh Supardiono pada tahun
2009, dengan judul “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan
Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional)”. Dalam penelitian tersebut dibahas
mengenai bagaimana tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak jaminan
sosial bagi rakyat dalam perspektif hukum Islam dan UUSJS. Disimpulkan
bahwa tanggungjawab Negara terhadap jaminan sosial rakyat bersifat aktif,
yang mana berupa provisi positif (waris dan zakat), serta adanya larangan
yang meliputi riba, penimbunan, monopoli dan sebagainya. Sementara dalam
UU No. 40 Tahun 2004 bersifat pasif, yaitu Negara membayarkan iuran bagi

rakyat yang tidak mampu.*

* Supardiono, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat

(Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”,
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, (2009).



Novayanti Sopia Rukmana S. dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas
Sumabang Kecamatan Curio Enrekang”. Dalam penelitian tersebut,
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan atas Jaminan Kesehatan Gratis
Daerah belum maksimal, dan masih banyaknya kekurangan dilihat dari segi
pelekasanannya. Karena masih banyaknya SDM terkait yang tidak sadar akan
program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sehingga masih
sedikit pihak yang bisa menikmati program kebijakan tersebut.”

Selanjutnya dalam skripsi karya Ahmad Dahlan dengan judul,
“Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di
PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut
dijelaskan bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi
takaful dilihat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam
asuransi syari’ah. Disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip asurasi syariah tidak
lain adalah dengan meniadakan unsur maisir, garar, dan riba pada asuransi
jiwa yang menggunakan sistem takaful, unsur eksploitasi seperti dana hangus
yang ada di dalam asuransi jiwa dengan cara menggunakan sistem

mudarabah. y

® Novayanti Sopia Rukmana S., “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis
Daerah di Puskesmas Sumabang Kecamatan Curio Enrekang”, Skripsi diterbitkan (Makasar:
Fakultas 1lmu Sosial dan llmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Administrasi Negara,
(2013).

® Ahmad Dahlan, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi
Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, (2004).



Selanjutnya yang terakhir oleh Zulkahfi dalam karya ilmiahnya
berbentuk skripsi dengan judul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam
Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang
bagaimana tanggungjawab Negara terhadap jaminan sosial dalam bentuk
kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi rakyat dilihat dari perspektif
hukum Islam. Disimpulkan, bahwa Negara sebagai ulil amri wajib menjamin
kebutuhan pokok rakyatnya dalam bentuk pemberian jaminan sosial berupa
jaminan kesehatan, yang mana dana yang diambil dari khas Negara dengan
tidak mewajibkan rakyat untuk membayar iuran. Karena sesungguhnya
paradigma perbuatan Negara adalah pelayanan yang bukan berorientasi
kepada keuntungan, namun jika pada keadaan tertentu pemerintah boleh
menarik iuran dari golongan menengah ke atas yang berkecukupan untuk
membayar iuran jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.’

Berdasarkan beberapa penelitian atau kajian terdahulu mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), belum
ditemukan adanya penelitian yang secara khusus atau spesifik membahas
mengenai konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) perspektif hukum Perjanjian Islam. Maka dari
itu penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang objek kajian

dengan menggunakan analisis teori hukum perjanjian Islam.

7 Zulkahfi, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, (2014).
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E. Kerangka Teoritik
Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, bahwa hukum Islam
merupakan salah satu dari aspek muamalah dalan jajaran sistem hukum Islam.
Sehingga kaidah fikih yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai
transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fikih muamalat.
Dalam suatu kaidah yang berbunyi:
Bleas yai e Juds U o 91 2l bl 4 Jeal)
Dari kaidah di atas, menunjukkan bahwa semua hal yang berhubungan
dengan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalat diberikan
kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat bagi
individu, sesama maupun lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada
ketentuan-ketentuan dalam syarak yang melarangnya. Hal ini, juga
didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:
9 oSLia aly plef o
Dalam urusan kehidupan dunia memberikan kebebasan secara mutlak
kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-
aturan kaku yang bersifat dogmatis yang pada ujungnya membatasi setiap
kegiatan yang ingin dilakukan, asal segaris dengan ketentuan-ketentuan yang
ada di dalam syarak. Hal tersebut memberikan dampak bahwa Islam

menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk mengembangkan

8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam..., him. 52.

% Imam Nawawi, al-Minhaj fi Syarhi Sohih Muslim bin Al-Hajjaj, cet. Ke-2 (Beirut:
Mu'assisah Al-Qurtubah, 1994), XV: 115. HR Muslim Nomor: 2363.
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potensinya dalam mengelola kehidupan, khususnya yang berkenaan dengan
fungsi manusia sebagai wakil Allah Swt. di bumi. Al-Qur’an dan Sunnah
hnya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan
larangan-larangan yang harus dijahui. Dengan demikian, yang harus
dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain
itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan Kkreativitas
sebanyak mungkin.°

Akibat yang timbul dari kaidah di atas adalah adanya ruang lingkup
yang sangat luas dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan muamalat.
Hal tersebut berarti bahwa suatu transaksi baru yang muncul dalam keadaan
saat ini atau biasa dikenal dengan fenomena perspektif kontemporer yang
mana dalam sejarah hukum Islam terdahulu belum ada atau dikenal, maka
adanya transaksi tersebut dianggap “boleh”, selama transaksi tersebut tidak
melanggar ketentuan-ketentuan maupun prinsip-prinsip yang ada di dalam
Islam.™*

Dari fenomena transaksi ekonomi yang bermunculan, jika dilihat dari
aspek hukum Islam yang menggunakan teori hukum perjanjian Islam, bahwa
diperbolehkan atau tidaknya suatu transaksi yang masuk ke dalam ruang
lingkup muamalat haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam

akad (hukum perjanjian Islam). Karena akad merupakan pertalian antara ijab

1 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: 11T Indonesia,
2003), him. 17.

1 Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-Kaidah Figh Keuangan dan Transaksi Bisnis
(Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), him. 9.
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dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang dapat menimbulkan akibat
hukum terhadap objeknya. Oleh karena itu, diperlukan unsur-unsur yang
terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut;*?
1. Pertalian antara ijab dan kabul
ljab merupakan pernyataan kehenak oleh satu pihak untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul
adalah pernyataaan menerima atau menyetujui kehendak dari pihak
pemberi ijab tersebut. Antara ijab dan kabul ini harus ada dalam
melakukan suatu perikatan yang berntuknya beraneka ragam yang
dijabarkan dalam bagian rukun akad.
2. Dibenarkan oleh syarak
Dalam melaksanakan perikatan tidak boleh bertentangan dengan
segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah atau yang telah
diatur dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Jika pelaksanaannya
bertentangan, maka akan mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Akad merupakan suatu tindakan hukum, di mana akad
menimbulkan konsekwensi atau akibat hukum terhadap suatu objek yang
sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dan memberikan akibat
hukum yaitu hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua belah

pihak. Karena akad tersebut mengikat anatara pihak yang telah berakad.

12 Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), him. 34.
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Hukum perjanjian Islam atau akad memiliki bentuk atau jenis akad dari
berbagai macam segi menurut berbagai pandangan ulama. Namun, intinya
adalah pembagian akad tersebut terdiri atas, 1) akad yang telah diberi nama
dan ketentuan hukumnya sudah dibuat oleh para pemberi hukum (akad
musamma), 2) akad yang belum dinamakan, dan belum ada ketentuannya
(akad gair musamma).*®

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi
terhadap berbagai bentuk kegiatan muamalat guna memenuhi kebutuhan
mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalat tersebut merupakan bentuk
transaksi yang sesuai dengan koridor syariah. Terkait aktifitas kontemporer
yang termasuk ruang lingkup muamalat tersebut, yang mana menjadi fokus
dalam penelitian ini adalah dengan adanya perikatan antara pihak yang
melakukan perjanjian di dalam mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang diselenggarakan oleh pemerintah
guna menjamin sosial dari aspek kesehatan untuk rakyat. Hal tersebut masuk
ke dalam ruang lingkup muamalat, karena konsep dan mekanismenya yang
belum jelas apakah menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi
syariah ataupun jenis akadnya jenis akad yang baru (gair musamma).

Diketahui bahwa, akad yang ada di dalam asuransi syariah termasuk
jenis akad kontemporer yang baru diberi nama dan ketentuan-ketentuan oleh
para pemberi hukum. Namun, meskipun dalam konsepnya termasuk jaminan

sosial yang mana dikenal dalam bentuk asuransi kesehatan, akan tetapi yang

3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., him. 40.
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menjadi hipotesis penyusun dari data di lapangan, bahwa akad yang
digunakan dalam BPJS Kesehatan bukan merupakan akad yang ada di dalam
asuransi syariah. Karena masih banyak aspek yang perlu dibahas terkait rukun
dan syarat yang ada di dalam akad BPJS Kesehatan. Berangkat dari kerangka
teori di atas, maka BPJS Kesehatan perspektif hukum Islam dibahas.

Penentuan hukum dalam koridor syariah Islam tidak bisa dilepaskan
dari Maqasid as-Syari’ah. Secara lughawi (bahasa), maqasid syariah terdiri
dari dua kata, yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’
secara bahasa berarti sl (I ,aa3 sl sl artinya jalan menuju sumber air.
Jalan sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah
sumber pokok kehidupan. Sedangkan syari’ah adalah bentuk masdar dari
kata syar’un g yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang
ada di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.**

Magasid jika dilihat hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan
dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan
kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung
dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang

merupakan sebab membawa kepada kemaslahatan.*

Aspek kegunaan maqgasid syariah pada dasarnya adalah untuk

menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan

Y Ali Sodgin, Figih Ushul Figih : Sejarah, Metodelogi dan Implementasi di Indonesia,
Cet. ke-1 (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), him.3.

15 |bid HIm. 167.
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manusia secara umum aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan:
pertama, daruriah (keniscayaan), kedua, hajiah (kebutuhan), dan Kketiga,
tahsiniah (pelengkap). Daruriat terbagi lima yaitu: hifz al-din (perlindungan
agama), hifz an-nafsi (perlindungan jiwa-raga), hifz al-aki (perlindungan
akal) dan hifz al-mali (perlindungan harta), Aifz an-nasl (perlindungan
keturunan). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia
sendiri, karena daruriat adalah sasaran dibalik hukum ilahi.'®  Hajiah
(kebutuhan) yakni aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan
beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan

selanjutnya, tahsiniah (pelengkap) yang secara bahasa adalah penyempurna.*’

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan
hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang
mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library
research) vyaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data

tentang objek penelitian melalui sumber-sumber literer atau karya

18 Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syari’ah, alih bahasa
Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Cet. Ke-I ( Bandung : PT Mizan Pustaka), him. 34.

" Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada), him.106.
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tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum
dipublikasikan. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan
dengan melihat data yang bersifat pendek, meliputi: data arsip, data resmi
pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (Putusan
Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya). Sedangkan untuk
mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan
menggunakan dokumen berupa UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di mana terdapat aturan-aturan dalam
bentuk pasal mengenai jaminan sosial dari pemerintah kepada rakyat.
Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur
yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif
merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya
saat penelitian dilakukan.’® Sedangkan analisis adalah sebuah usaha
untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk
kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.’® Gambaran
mengenai konsep BPJS Kesehatan diuraikan beserta mekanisme dan

implementasi sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004

'8 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet. Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
him. 39.

9 Noeng Moehajir, Metode Penelitian Kualitatif, ed. I1I, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 1998), him. 104.
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tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian diuraikan mengenai
segi kebolehan maupun hukumnya ditinjau dari hukum perjanjian Islam.
Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab
pokok permasalahan.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative.
Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum
Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan
mengenai adanya mekanisme BPJS Kesehatan ini dinilai dengan hukum
perjanjian Islam.
Pengumpulan Data
a. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitan yang
berasal dari pustaka yaitu:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
b. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik

pengumpula data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber
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data baik itu karya ilmiah, seperti disertasi, skrpsi maupun buku-

buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk
menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti
dan dibahas. Dalam manganalisa data, penyusun menggunakan cara
deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum,
kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah
terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan,
baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung
didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha
menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri ketentuan-
ketentuan yang ada di dalam akad. Kemudian data yang diperoleh dari
dari analisi teoritis tersebut, maka akan ditemukan jawaban dari bentuk
akad dan ketentuan-ketentuan yang seharusnya sesuai dalam syarak yang

ada di dalam konsep dan mekanisme BPJS Kesehatan.

G. Sistematika Pembahasan
Agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih komprehensif, serta untuk
mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika

sebagai berikut:
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Bab | merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi
penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab Il akan diuraikan mengenai teori hukum perjanjian Islam
(akad) yang berisi definisi akad, rukun dan syarat dalam akad, macam-macam
jenis akad, dan asas-asas yang terdapat dalam akad. Selanjutnya akan
dijelaskan menganai teori asuransi dalam hukum Islam, serta teori keadilan
berangkat dari konsep umum dengan pendekatan hukum positif, dan juga
akan diuraikan dari syariahnya sesuai dengan norma-norma yang ada di
dalam hukum Islam. Hal ini dibahas sebagai konsep dasar analisis, agar tidak
terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap
pokok permasalahan

Pada bab Ill akan diuraikan mengenai konsep dan penerapan BPJS
Kesehatan, yang mana sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional serta mekanisme BPJS Kesehatan.

Bab IV adalah bab inti, data-data yang diperoleh dari bab Il dan bab 11
dalam bab ini akan dianalisa mengenai segi kebolehan beserta hukum dari
BPJS Kesehatan, serta melihat sisi keadilan dalam Islam untuk menjawab
persoalan klaim yang terjadi antara nasbah atau peserta BPJS Kesehatan
dengan lembaga BPJS Kesehatan dengan menggunakan perspektif hukum
perjanjian Islam, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi

ini akan terjawab.
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Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisi
kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup.terdiri dari kesimpulan dan

saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin penting yang

bisa dijadikan kesimpulan, yaitu;

1. Operasional BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah sebagai
modal awal dan para peserta dalam bentuk iuran kecuali orang miskin
dan orang yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah merupakan
skema dan mekanisme yang mencerminkan tolong menolong dengan
diwajibkannya rakyat membiayai layanan kesehatan diri mereka
sendiri dan sesama rakyat lainnya, sehingga hal ini sesuai dengan
prinsip ta’awun.

2. Mekanisme opersional BPJS Kesehatan di Indonesia secara hukum
Islam juga sudah sesuai. Hal itu bisa diamati dari akad yang
digunakan, karena setiap akad berdampak pada tujuan akad, dan tujuan
akad itu akan sah apabila proses bagaimana akad itu terjadi. Sehingga
dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tujuan hukum
Islam terutama Kketika diamati dari aspek maqashid syariah
kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial daripada
kemaslahatan individu.

3. Ditinjau dari sisi keadilan yang terjadi ketika terjadi atau tidaknya

klaim yang muncul dari peserta jaminan kesehatan yang
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diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, diketahui bahwa berpegang
teguh pada prinsip dalam al-Qur’an yaitu laa tudzlamun walaa
tudzlamun (tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi), juga pendapat
dari Ibnu Taimyah sebagaimana tidak ada yang melukai dan tidak
merugikan orang lain, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang saling
dirugikan (dizalimi dan menzalimi), maka dari itu pelaksanaan akad
dalam perjanjian antara peserta dengan lembaga BPJS Kesehatan
dibenarkan dalam Islam, yang mana memuat beberapa kaidah prinsip
tidak lain adalah tolong-menolong dan gotong-royong antara peserta
satu dengan yang lainnya. Maka prinsip keadilan yang dimaksudkan

sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam hukum Islam.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat ditujukan
kepada pihak-pihak terkait, yaitu;

1. Kepada Para Peserta BPJS Kesehatan
Diharapkan supaya para peserta BPJS Kesehatan untuk selalu
memantau dan mengawasi mekanisme operasional serta penyimpangan
sistem kerja dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Karena pengawasan dari
semua pihak sangat dibutuhkan guna menjaga opini baik dari BPJS
Kesehatan tersebut, artinya butuh dukungan yang baik dari para

peserta demi kepentingan bersama.
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2. Pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan
Bagi para pemegang dan pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan
harus tetap memperhatikan tujuan utama dari program tersebut,
hendaknya menegasikan kepentingan pribadi apalagi ada unsur

komersialisasi program yang notabenenya peduli kepada rakyat.
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Lampiran |

DAFTAR TERIEMAHAN

No [ HIm |Fn

|

Terjemahan

BAB |

1

5

3

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”

“Bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah
adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang
mengharamkannya.”

12

13

“Hukum asal dalam urusan muamalat adalah boleh,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ”

12

14

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

BAB Il

21

22

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu...”

21

23

“..Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungjawabanya.”

23

24

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-
sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap
sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat.”

37

“Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan
sampai ada dalil yang melarangnya.”

40

48

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya
dengan benar.”

10

48

63

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”

11

49

64

“46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia
berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya,
terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina
yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi
betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang




hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali
kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya™

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun
(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk
kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang
amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan
untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari
(bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan
dimasa itu mereka memeras anggur"

12

49

65

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

13

49

66

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

14

49

67

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang Dbatil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

15

50

68

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”

16

83

96

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan...”




17

84

98

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak
berjuang) kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang
di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah
melebihkan orang- orang yang berjihad dengan harta
dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk (tidak ikut
berjuang karena uzur) satu derajat. Dan. kepada masing-
masing mereka Allah menjanjikan imbalan baik.”

18

84

99

“...Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?...”

19

94

113

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri,
maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah
di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka
melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka
sepantasnya  berlakulah  terhadapnya  perkataan
(hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali
(negeri itu).”

20

95

114

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ”

21

98

118

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

22

98

119

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu
sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi
saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”

23

98

120

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allahlah apa yang di
langit dan di Bumi.”

BAB IV

Y4

152

Yo

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka
pahalanya untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang
mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk
dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu
menganiaya hamba-hamba-Nya. ”
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